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PTLTIPATIAIII NEKUASAAIT PTilGELOLAAIT KEUAITGAI{ DATRAH
DARI KTPALIT DAIRAII KEPAI}A SKPKD ITTPALA BADAN KEUAfiGA1Y DA1T ASE?

DAERAII KABI'PATEIT HALMATITRA BARAT STLAI(TI PPKD DALITM MTLAI(SAIVAI(AH
B"UITGSTilYA SELAr(U BTITDAHARA UMUM DAEnArr {BUD}

DI LIIIGKI'NGAIT PEMTRIITTAII I(ABUPATEIT I{ALMAIITRA BARAT

Menimbang : a.

TATIUIT AfiGGARAN 2A25

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahrva untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran '2A21, rnaka berdasarkan Pasal 4
ayat (3) cian ayat {4) hur"r-rf b Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun
2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun '2A'2A hntang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan l)aerah, Bupati Seiaku Kepala Daerah sebagai
Pernegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan lJaerah perlu
melimpahkan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Kepaia Daerah
Seiaku Kepala Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah sehagai PejaLrat Pengelola Keuangan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
periu rnenetapkan Keputusan Bupati tentang Peiirnpahan Kekuasaan
Pengeloiaan Keuangam Daerah Dari Kepala Daerah Kepada SKPKD
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten F{almnhera Barat
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPKI}} Dalam
Melaksanakan Fungsin-y-a Selaku Rendahara Umum Daerah {BUD} di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2025.

Llndang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat iI Dalam Wila3,'ah Daerah Swatantra Tingkat
I Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Katrupaten Buru dan Kabupaten Maiuku Tenggara
Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2000;

Mengingat : 1.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
KaLrupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Ktita
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nortor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

5, Unrlang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pernerintahan llaerah;
?. Undang-undang Nornor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keua.ngan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negata;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 'fahun 2005 tr:ntang Dana

Perimbangan;

Jalal Pengabdian DesaJati Porniti. Kec. Jaiiolo Kode Pos-97752
Kabupaten Halmahera Barat - h{aluku Utara Telp. {0922} 2221OO1, Fax i0922i 2221fi*1
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Peraturan Pemerintah Nomor l'2 Tahun zolg tentang pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor T7 Tahun zo2o tentang
Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2a2L tentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Halurahera Barat Nomor 6 Tahun 2076
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabripaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun ,2a22

tentang Pengelolaan l{euangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun Zazs tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan l)aerah Kabupaten Hahrrahera Barat Nornor 6 Tahun 20i6
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kahupaten
Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Elarat Nomor Tahun 2oz\
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja naerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A2$
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun zozs tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran ZO2S.

}IEMUTUSITAIY:

Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Kepala
Daerah Kepada SKPKD Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kahupaten Hah:rahera Barat selaku Pejabat pengerola Keuangan
Daerah {PPKD} Dalam Melaksanakan Fungsinya selaku Bendahara
umum Daerah {BUD) di Lingkungan pemerintah KaLrupaten
i{almahera Barat Tahun Anggaran '20'25.

Pelimpahan setragaimana dimaksud Diktum Kesatu, sKpKD seraku
PPKD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan

Daerah;
il. Menyusun rarrcangan Perda tentang APBD, rancangan per<la

tentang Perubahan ,{PBD dan rancangan perda tentang
pertalggtm gjawaban pelaksanaan APBD ;

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mrnetapkan

KESA'IU

KEDUA

KtrTIGA

d.
e.

Melaksanakan fungsi BUD; dan
Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perrrndang- undangan; dan

f. Bertanggung jar,r,.ab atas pelaksanaan tugasnya kepad,a Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ppKD selaku BUD
berrvenang:
a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. Mengesahkan DPA-SKPD;
c. Melakukan pengendalian peiaksanaan APBD;
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penedmaan dan

pengeluaran kas daerah;
Melaksanakan pemungut.an pajak daerah;
Menetapkan SPD;
Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama Pemerintah Daerah;

h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
i. Menyajikan informasi keuangan daerah;

e.
f.
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j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam ha1 penerimaan dan
Pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peratul?n
pemndang-undangan, tjdak dilakukan melalui Rekening Kas
Urnum l)aerah; dan

k. Bertanggungjar,r'ab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Ketiga,
PPKD memiliki kewenangan lain, yaitu :

Mengelola investasi;
Menetapkan anggaran kas;
Melakukan pembayrar an melalui penerbitan SP2D ;

Membuka rekening Kas Umum Daerah;
Membuka rekening penerimaan;
Membuka rekening pengeluaran; dan

g. MenSiusun laporan keuangan yang merupakan
pertangglrngj arvaban pelaksanaan APBD.

Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksurl Diktum Kesalu, Selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPKDi bertanggungjaw'ab periuh
atas Pengelotraan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Penunjukal clan Penetapan Pejabat sebagaimana dinraksud dalam
Diktum Kesatu, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan:
Pemerint-ah Nnmor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tahun 2Q2*
tentang Pedorna.n Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah rlan ketentuan
Perundang- undangan lainnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggatr : Z Januari

BUPATI BARA:T,

?g$#usen : djsampaikaal keLada Yth;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badarr Pemeriksaan Keuangan Per-w-akilan Maluku Utara di Ternate ,

4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailoio,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
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